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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, = memberikan
kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan masyarakat menurut prakarsa sendiri dalam semangat daerah
otonom dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian kewenangan dan keleluasaan tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan
dan kekhususan daerah. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan amanat tersebut di atas, maka daerah wajib menyusun dan
melaksanakan rencana pembangunan daerah.

Proses Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan dari Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan dari
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem dan mekanisme
perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11 Ayat (1) ... “"Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana
pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah”. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (3)
“Rencana Perangkat Daerah sebagaimanan dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas :

a. Renstra Perangkat Daerah; dan
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b. Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah berfungsi untuk :

1. Acuan yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana
dan bertahap;

2. Dokumen pendukung kebijakan kepala daerah dalam menjalankan program kerja
selama 5 tahun dengan didukung pembiayaan sesuai dengan prioritas kebutuhan
indikatif;

Dokumen monitoring dan capaian program kerja Perangkat Daerah;

4. Sinergitas renstra kementerian/lembaga, provinsi, kab./kota dan Perangkat
Daerah;

5.  Mengakomodir kebutuhan masyarakat agar bersinergi dengan kebijakan kepala
daerah.

Rencana Strategis merupakan kelaziman bagi organisasi yang meninginkan
objektifnya dapat dicapai secara efisien dan efektif, mengingat penyusunan Renstra
sebagai instrument manajemen modern sudah membuktikan bahwa melalui suatu
proses perencanaan yang baik dan benar pada prinsipnya sudah menjawab akan
tujuan dan sasaran, serta langkah-langkah implementasi yang baik dan benar pula.

Tanpa perencanaan strategis, organisasi seperti sebuah kapal tanpa kemudi,
bergerak berputar dalam lingkaran, organisasi yang demikian laksana pengembara
tanpa tujuan tertentu. (John Rose and Michael Kam).

Penyusunan Renstra merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan
pendekatan objektif, logis, sistematis dalam mebuat keputusan besar dalam organisasi
berdasarkan data dan informasi, tetapi faktor intuisi juga menjadi penting, terutama
untuk langkah antisipatif terhadap perubahan (change) dan kondisi eksternal yang
tidak dapat diprediksi (unpredictable).

Dengan demikian Renstra disusun sesuai dengan proses sitematis, konsisten dan
berkelanjutan terutama dalam membuat program kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Organiasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan kepala
daerah 5 (lima) tahun mendatang.

Menjadi catatan penting untuk menerjemahkan salah satu kata yang disebut
dalam Visi Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Talaud, yaitu “Lebih Diberkati”. Dalam
konteks penyusunan Renstra dapat dibaca sebagai penyusunan Rencana Strategis
yang mestinya harus lebih proaktif ketimbang reaktif., dimana organisasi dapat
mengawali dengan mempengaruhi ketimbang hanya memberi respon terhadap

aktivitas. Dengan demikian nantinya melalui 6 (enam) Misi yang menjadi acuan
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1.2

penetapan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Satuan Organisasi Perangkat Daerah dapat optimal dilaksanakan.

Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud yang mempunyai
tugas dan fungsi pada aspek kesatuan bangsa, ideologi, politik, social budaya, dan
keamanan, memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Kenyataannya, Indonesia sebagai bangsa yang sangat
majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, kebiasaan
didalamnya dan disisi lain masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat
multikultural tentunya mengisyaratkan adanya perbedaan yang jika dikelola secara
benar, menghasilkan energi hebat, tetapi bila tidak dikelola secara benar,
kemajemukan dan multikulturalitas bisa menimbulkan bencana dasyat bagi daerah dan
bangsa.

Sementara itu, perkembangan era globalisasi yang semakin kencang akhir-akhir
ini cenderung menciptakan tantangan serta hambatan baru dalam  menumbuh
kembangkan semangat dan jiwa persatuan bangsa. Fungsi Badan Kesbang Politik dan
Linmas dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah
memberikan kontribusi dalam penciptaan kondusifitas wilayah melalui kerjasama
dengan stakeholder terkait, melakukan pembinaan politik untuk mewujudkan
demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peran konstitusionalnya,
pengembangan rasa cinta dan bangga terhadap nilai-nilai kebangsaan dan tanah air,
pembinaan peran organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan dalam mewujudkan
pembangunan yang kondusif di daerah, mewujudkan harmonisasi dan pengembangan
sikap toleransi di tengah keberagaman etnis, budaya, agama, sosial, ekonomi, serta
peningkatan sumber daya manusia perlindungan masyarakat sebagai salah satu unsur

dalam mewujudkan kondusifitas wilayah.

Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan

Talaud didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 3 );

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Talaud Sebagai Satu Daerah Otonom Baru Di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4185);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah
beberapa kali diubah, terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5657);

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor
4081, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejin (Lembaran Negara RI
Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5249);
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran
Negara RI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6064);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi
Kemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara RI Tahun
2013 Nomor 190);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 31

Badan Kesbangpol dan Linmas




Renstra 2020 - 2025

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemantauan,
Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peendaftaran Dan
Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peendaftaran Dan
Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi
Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kewaspadaan Dini Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kepulauan Talaud.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034;

Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025;
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1.3

1.4

29. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor ... Tahun 2020 tentang Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2020-2025;

Maksud dan Tujuan

Disusunnya  Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas adalah
merupakan konsepsi untuk menjabarkan sekaligus menunjang dan menyelaraskan
RPIJMD yang disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
terpilih untuk periode 2020-2025 melalui penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Badan Kesbang Politik dan Linmas
sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah kabupaten
Kepulauan Talaud, agar mampu mengoperasionalkan dan mengkonkritkan RPJMD
Kabupaten ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang terkait secara langsung,
baik rencana kerja tahunan, maupun rencana kerja selama lima tahun kedepan.

Tujuannya adalah agar operasional program dan kegiatan yang konkrit dan
sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah untuk 5 (lima ) tahun kedepan
melalui capaian kinerja tahunan secara terukur dapat dicapai, logis, konsisten, dan
berkesinambungan, sekaligus sebagai panduan untuk pembuatan Rencana Kerja
Tahunan agar terdapat kepaduan dan keselarasan antara program kabupaten dengan
program Badan Kesbang Politik dan Linmas.

Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai suatu
SKPD wajib menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka terwujudnya
visi dan misi Kabupaten Kepulauan Talaud maka perlu menyusun rencana strategis
(RENSTRA) untuk periode tahun 2020 — 2025 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

untuk mendukung pemerintahan daerah.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesbang, Politik dan Linmas Tahun 2020-2020 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BABI. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
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BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan dan Fungsi
Pelayanan Badan Kesbang Politik dan Linmas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program dan Kegiatan

6.2 Indikator Kinerja

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi yang efektif merupakan bagian penting dalam
mengimplementasikan rencana strategis, disamping kegiatan lain seperti membuat
kebijakan-kebijakan, pengembangan budaya organisasi, penetapan obyektif tahunan,
penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan system informasi, memotivasi
pegawai, menghubungkan kompensasi pegawai dengan prestasi.

Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan uraian tugas pokok dan fungsi
organisasi diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan talaud Nomor 33 Tahun
2004.

Terkait dengan penyusunan rencana strategi Badan Kesbang Politik dan Linmas
Kabupaten Kepulauan Talaud, maka bersama ini diuraikan gambaran eksisting

organisasi dan tugas pokok dan fungsi organisasi, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
BERDASARKAN PERDA NO. 06 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JUNI 2008

Kepala Badan
Sekretaris
] Kasub Kasub
Kasubag asubag  — asubag
Kelompok Jabatan Perencanaan
Fungsional Evaluasi dan Umum da.n Keuangan
Pelaporaan Kepegawaian
Kabid Bina Ideologi Kabid Kelembagaan Kabid Penanganan Kabid Perlindungan
dan Wasbang dan Partisipasi Konflik Masyarakat
Politik
Kasubid Pembina Kasubid Kelembagaan Kasubid Analisis Kasubid Ketahan
V\éivr;agggrggn dan Perwakilan Politik Potensi Konflik Masyarakat
X Kasubid Pembina Kasubid Pengembangan Kasubid
Kasubid Partisipasi dan Budaya Rekonsiliasi Penanggulangan
p Y ggulang
Kewaspadaan Politk Bencana
Nasional
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2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Kesbang Politik dan Linmas

a. Tugas

Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur

pendukung Tugas Bupati mempunyai Tugas melaksanakan Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Kesatuan

Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesbang

Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1.
2.

Perumusan Kebijakan Teknis;

Penyusunan  Perencanaan, pengkoordinasian dan  pembinaan
pelaksanaan tugas;

Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dibidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
Menyelenggarakan urusan Administrasi Kesekertariatan, Idiologi
Wawasan Kebangsaan, Kelembagaan dan Partisipasi Politik, Penanganan
Konflik dan Perlindungan Masyarakat;

Pelaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Personal

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas :
Perumusan Kebijakan Teknis;
Penyusunan  Perencanaan, Pengkoordinasian dan  Pembinaan
Pelaksanaan Tugas;
Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dibidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kesekertariatan dan Kelompok
Jabatan Fungsional;
Penyelenggaraan wurusan dibidang bina Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan;
Penyelenggaraan urusan dibidang Kewaspadaan Nasional dan
Perlindungan Masyarakat;
Penyelenggaraan urusan dibidang fasilitas ketahanan seni, budaya,
ekonomi, agama dan kemasyarakatan;

Penyelenggaraan urusan dibidang Politik dalam Negeri;
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j.

Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati melalui Sekretarias
Daerah;

Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Sekretaris

Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan

kepegawaian, keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Badan

menyelenggaran fungsi :

m o a0 T oW

Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
Penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
Penyelenggaraan urusan keuangan;

Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

2.1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;

. Menganalisa dan menyusun rumusan  penyelenggaraan

perencanaan program dan anggaran;

. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan RENSTRA,

RENJA, RPJPD/RPIJMD/RKPD, RKA/DPA dan penyusunan LKPJ]
Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan serta LPPD Kabupaten

di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti Laporan Akuntabilitas

Capaian Kinerja (LAKIP);

. Menyiapkan, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan

peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat;

Menyiapkan bahan pertimbangan hukum dan melaksanakan
telaahan hukum dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat;

g. Menyiapkan Bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;

. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
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j.

Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
Menyiapkan, menyusun, meneliti, dan melaksanakan administrasi
surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan
upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi
perjalanan dinas;

Mengumpulkan, menyusun dan mengelola bahan data informasi
untuk kepentingan masyarakat;

Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan
dan ketertiban kantor;

Menyiapkan dan menyusun daftar infentaris, arsip dan
dokumentasi;

Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan,
pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes,
taspen, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam
pemberian tunjangan;

Mengusulkan penerimaan penghargaan, cuti, sumpah/janiji,
pengembangan dan kesejahteraan PNS;

Membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

. Fasilitasi pemberian bahan pembuatan DP3;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :
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3)

a. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi  verifikasi,
pembukuan, perbendaharaan dan gaji;

b. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;

c. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan Kkas,
pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;

d. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;

e. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan
dan keuangan;

f. Menyiapkan, menyusun, mengelolah, meneliti laporan keuangan
badan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan tugas
dibidang pembinaan wawasan dan pembauran kebangsaan dan
kewaspadaan nasional serta tugas lain yang diberikan oleh kepala
badan.Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan mempunyai fungsi:
a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
d. Penyelenggaraan urusan pembinaan wawasan dan pembauran

kebangsaan;

e. Penyelenggaraan urusan kewaspadaan nasional;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

3.1) Sub Bidang Pembinaan Wawasan dan Pembauran

Kebangsaan

Sub Bidang Pembinaan Wawasan dan Pembauran Kebangsaan
mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan
b. pelaksanaan tugas;
c. Menyusun pedoman teknis ketahanan ideologi dan wawasan
kebangsaan;
d. Melaksanakan pemantapan ketahanan ideologi, wawasan

kebangsaan dan bela negara;

Badan Kesbangpol dan Linmas

-



Renstra 2020 - 2025

3.2)

. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

penguatan ideologi, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
Melaksanakan konsultasi pemantapan ideologi Pancasila, UUD

1945, wawasan kebangsaan, bela negara dan pembauran;

. Melaksanakan monitoring kegiatan ketahanan ideologi dan

wawasan kebangsaan skala kabupaten;

. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas;

. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan dibidang

kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan
tenaga kerja, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala

kabupaten;

. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,
perbatasan dan tenaga kerja, pengawasan orang asing dan

lembaga asing skala kabupaten;

. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan

kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini, kerja
sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja,

pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;

. Melaksanakan monitoring kegiatan kewaspadaan dini, intelkam,

bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, pengawasan orang
asing dan lembaga asing;

Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik

Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik mempunyai tugas dibidang

kelembagaan dan perwakilan politik, pembinaan partisipasi dan budaya
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politik serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.Dalam melaksanakan

tugasnya Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik mempunyai fungsi:

. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;

. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;

. Penyelenggaraan urusan pembinaan partisipasi dan budaya politik;

a
b
C
d. Penyelenggaraan urusan kelembagaan dan perwakilan politik;
e
f.

Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

4.1) Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik

4.2)

Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik mempunyai

tugas :

a.

Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas;

Menyusun pedoman teknis kelembagaan dan partisipasi politik;;
Menyusun pedoman teknis dan fasilitasi pemilihan umum,
pemilihan presiden dan kepala daerah;

Menyiapkan bahan-bahan fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan pilkades;

Melaksanakan sistem dan implementasi politik;

Menyelenggarakan kelembagaan partai politik;

Menyelenggarakan kegiatan koordinasi antar lembaga meliputi
hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif, yudikatif,
lembaga parpol dan lembaga kemasyarakatan;

Melaksanakan fasilitasi PAW anggota DPRD kabupaten;

Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Pembinaan Partisipasi dan Budaya Politik

Sub Bidang Pembinaan Partisipasi dan Budaya Politik mempunyai

tugas:

d.

Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas;

Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi ketahanan dan
pembinaan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;

Melaksanakan pemantapan pembauran dan akulturasi budaya;
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. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan

fasilitasi peningkatan partisipasi politik;

. Melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan budaya dan

pendidikan politik;
Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Penganganan Konflik

Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas dibidang analisis potensi

konflik, dan pengembangan rekonsiliasi dan kerjasama serta tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Penanganan Konflik mempunyai

fungsi :

m o a0 T oW

Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;

Penyelenggaraan urusan analisis potensi konflik;

Penyelenggaraan urusan pengembangan rekonsiliasi dan kerjasama;

Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

5.1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

5.2)

Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas :

. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas;

. Menyusun pedoman teknis penanganan konflik;

. Melaksanakan rumusan fasilitasi kebijakan pelaksanaan kegiatan

penanganan konflik;

. Menganalisa sumber-sumber potensi konflik sosial dan pemerintah

dan melaksanakan penanganannya;

. Mempelajari, memahami dan mencari alternatif pemecahan konflik

yang diduga akan dan timbul;

Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Penganganan Rekonsiliasi dan Kerja Sama

Sub Bidang Penanganan Rekonsiliasi dan kerja sama

mempunyaitugas :
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Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas;

Menyusun pedoman teknis pengembangan rekonsiliasi dan
kerjasama;

Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan SKPD kabupaten terkait
dan instansi vertikal lainnya dalam rangka rekonsiliasi dan
kerjasama;

Melaksanakan kegiatan peningkatan rekonsiliasi dan kerjasama;
Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Bencana Alam

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas dibidang

penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat serta tugas lain yang

diberikan

oleh Kepala Badan.Bidang Perlindungan  Masyarakat

melaksanakanfungsi :

o o

oo oo o

Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
Penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana;
Penyelenggaraan urusan ketahanan masyarakat;

Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

6.1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana

a.

Sub Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :
Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas;

Menyusun pedoman teknis perlindungan masyarakat;
Melaksanakan  rumusan fasilitasi  kebijakan  pelaksanaan
penanggulangan bencana;

Melaksanakan penghimpunan bahan penyelenggaraan dan
koordinasi kegiatan tanggap darurat Ilokal yang meliputi
pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan
sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana,

penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,
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6.2)

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok
rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

Melaksanakan penghimpunan bahan penyelenggaraan dan
koordinasi kegiatan pasca bencana lokal yang meliputi rehabilitasi

dan rekonstruksi;

. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian

data hasil kegiatan urusan sub bidang penanganan bencana;

. Mengevaluasi pelaksanaan tugas penanganan bencana serta

mencari alternatif pemecahannya;
Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Ketahanan Masyarakat

Sub Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas :

. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas;

. Menyusun pedoman teknis perlindungan masyarakat;

. Menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis penyelenggaraan

peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;

. Menghimpun bahan pelaksanaan kegiatan pembantuan kepada

aparat pemerintah dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat;

. Menghimpun bahan pelaksanaan pembantuan kegiatan sosial

kemasyarakatan di desa dan atau kelurahan;

Pemberdayaan  kapasitas  unsur-unsur/elemen  masyarakat
(hansip/linmas, organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial)
dalam rangka ketahanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat;

. Mengevaluasi  pelaksanaan tugas dan menginfentarisasi

permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif

pemecahannya;

. Penyiapan dan pengarahan tenaga satuan hansip/linmas apabila

terjadi gangguan kamtibnas dengan berkoordinasi dengan instansi
terkait;
Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan berkaitan

dengan tugas dibidang perlindungan masyarakat;

Badan Kesbangpol dan Linmas

-



Renstra 2020 - 2025

j.  Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7) Kelompok jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas

Sumber Daya manusia, Sumber Daya Keuangan, dan Sumber Daya Sarana dan
Prasarana merupakan sumber daya strategis yang dapat menetukan keberhasilan
organisasi. Mengingat tidak ada organisasi yang mempunyai sumber daya tidak
terbatas, maka untuk mencapai kinerja yang optimal dan pencapaian obyektif sasaran
secara terukur dan realibel, harus dapat menentukan alokasi sumber daya manusia
dan uang secara efisien dan efektif.

Sumber Daya manusia yang terdiri dari Unsur Aparatur Sipil Negara dan non ASN
berdasar kriteria tertentu yang diberdayakan untuk mendukung birokrasi pada Badan
Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 25 personil, dapat

diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 | Pembina Utama
Muda, 1V/c 1 Orang - 1 Orang
2 | Pembina Tkt. I,
IV/b 2 Orang - 2 Orang
3 | Pembina, 1V/a
3 Orang - 3 Orang
4 | Penata Tkt. I, 11l/d
5 Orang - 5 Orang
5 | Penata, Ill/c
3 Orang - 3 Orang
6 | Penata Muda Tkt.I,
/b - - -
7 | Penata Muda, Ill/a
2 Orang 1 Orang 3 Orang

8 | Pengatur Tkt. I,
1/d 1 Orang 1 Orang 2 Orang

9 | Pengatur, Il/c

1 Orang 2 Orang 3 Orang
10 | Pengatur Muda
Tkt.l, Il/b - 1 Orang 1 Orang
Jumlah 18 Orang 5 Orang 23 Orang
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Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Jenis Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 | Magister Sains 1 Orang - 1 Orang
2 | Magister Manajemen 1 Orang - 1 Orang
3 | Magister Hukum 1 Orang - 1 Orang

Magister Perdamaian dan - 1 Oran
4| Rekonsiliasi Konflik 1 Orang |
5 | Sarjana Pendidikan 2 Orang 2 Orang
4 | sarjana Ilmu Pemerintahan 2 Orang - 2 Orang

Sarjana Pertanian 1 Orang 1 Orang
5 | Sarjana Teknik 1 Orang - 1 Orang
6 | Sarjana Ekonomi 2 Orang - 2 Orang
7 | Sarjana Sosial 2 Orang 2 Orang
9 | Sarjana Administrasi Public - 1 Orang 1 Orang

Sarjana Komputer 1 Orang 1 Orang
10 | SLTA 3 Orang 4 Orang 7 Orang

Jumlah 18 Orang 5 Orang 23 Orang

Sarana dan prasarana kerja perkantoran merupan hal penting yang tidak dapat
dipisahkan dari ketersediaan SDM dan alokasi anggaran dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi organisasi pemerintahan, baik dalam bentuk piranti lunak (soft ware)
maupun dalam bentuk perangkat keras (hard ware). Kondisi sarana dan prasarana
pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud sampai dengan
saat ini, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah utamanya perbaikan
gedung kantor serta pengadaan sarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran
serta program dan kegiatan di setiap bidan (/ini).

Gambaran Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola SKPD sebagai pendukung
untuk kegiatan administratif maupun program dan kegiatan di lapangan, sebagai
berikut :
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Tabel 2.3 Keadaan BMD Yang dikelola SKPD

Empat

No | Jenis Barang/Nama Barang Tahun Asal Usul Keterangan
Pengadaan
1 | Staion Wagon 2003 Pembelian Rusak berat
2 | Sepeda Motor 2005 Pembelian Rusak berat
3 | Sepeda Motor 2007 Pembelian Baik
4 | Lemari Kayu 2007 Pembelian Kurang baik
S | Kursi Tamu 2007 Pembelian Baik
6 | Kursi Putar 2007 Pembelian Rusak
7 | Kursi Putar 2007 Pembelian Rusak
8 | Meja 1/2 Biro 2007 Pembelian Rusak
9 | Uninterruptible Power 2013 Pembelian Rusak beart
System (UPS)
10 | Lemari Kayu 2013 Pembelian Rusak
11 | xursi Putar 2013 Pembelian Rusak
12 | Meja Biro 2013 Pembelian Rusak
13 | Sofa 2013 Pembelian Baik
14 | Televisi 2013 Pembelian Baik
15 | P.C Unit 2013 Pembelian Baik
16 | Note Book 2013 Pembelian Rusak
17 | Printer 2013 Pembelian Rusak
18 | Meja Kerja Pejabat Eselon II 2013 Pembelian Baik
19 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2013 Pembelian Baik
20 | Sepeda Motor 2014 Pembelian Baik
21 | Filling Besi/Metal 2014 Pembelian Baik
22 | Brankas 2014 Baik
23 | Lemari Kayu 2014 Pembelian Baiik
24 | Camera Film 2014 Pembelian Rusak
25 | Uninterruptible Power 2014 Pembelian Rusak
System (UPS)
26 | Alat Rumah Tangga Lain- 2014 Pembelian Baik
lain
27 | Alat Rumah Tangga Lain- 2014 Pembelian Baik
lain
28 | P.C Unit 2014 Pembelian Rusak
29 | Lap Top 2014 Pembelian Rusak
30 | Printer 2014 Pembelian Rusak
31 | Proyektor + Attachment 2014 Pembelian Baik
32 | Meja Biro 2015 Pembelian Baik
33 | Meja 1/2 Biro 2015 Pembelian Baik
34 | Lap top 20715 Pembelian Rusak
35 | Sound System 2016 Pembelian Baik
36 | Kursi Kerja Parnekel Alas 2016 Pembelian Baik
dan Sandar Busa
37 | Handy Talkie 2019 Pembelian Baik
38 | Brankas 2019 Pembelian Baik
39 | Computer 2019 Pembelian Baik
40 | Printer 2019 Pembelian Baik
41 | Kendaraan Dinas Roda 2020 Pembelian Baik
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Prinsip otonomi daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui
bentuk akselerasi layanan yang mudah, /lower cost, dan menjangkau masyarakat
secara optimal. Sehingga yang diharapkan dari suatu Organisasi Perangkat Daerah
adalah menunjukan kinerja pelayanan secara optimal (bentuk layanan pemerintahan).

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten
Kepulauan Talaud yang didukung oleh SDM , alokasi anggaran serta dukungan sarana
dan prasarana, disamping pemanfaatan teknologi informasi secara sitemik sesuai
dengan ketentuan tercermin dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya gambaran kinerja organisasi Badan Kesbang Politik

dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud, pada Tabel berikut.
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Tabel 2.4 (T.C 24)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbang Politik dan Linmas
Kabupaten Kepulauan Talaud

Target Target Renstra Perangkat Daerah . - - -
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat | Target | Target | Indikator Tahun Ke el ERE lE A TR L SRR R I PR TR L
. Daerah NSPK IKK Lainnya
(IKU) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Angka Kriminalitas 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 150 | 90 93 78 9% | 150 | 90 |93 78
2 | Jumlah Demo 10 10 10 10 10 1 1 2 7 3 |10 |10 20 70 30
3 Pembinaan LSM, Ormas dan OKP 1 1 1 1 2 - - - - 2 ‘0 .0 .0 .0 20
4 Pembinaan Partai Politik 1 1 1 1 1 - - - - 1 ‘0 .0 .0 .0 10
Tabel 2.5 (T.C 25)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbang Politik dan Linmas
Kabupaten Kepulauan Talaud
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada _
Uraian Ke 2015 -2019 Tahun Ke 2015 - 2019 Rata-rata pertumbuhan
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18
1. Pelayanan administrasi
bt 1,335,437,500 | 1,079,996,100 | 1,302,145,300 | 763,441,300 | 1,384,219,750 | 1,288,079,384 | 1,040,804,909 | 1,068,988,637 | 761,949,224 | 1,330,030,037 | 1,020,359,730 | 1,097,970,438
2. ge”'”gkata” sarana 79,393,000 56,726,600 25,000,000 4,500,000 58,600,000 74,092,000 48,475,000 21,852,000 4,500,000 55,587,000 44,843,920 40,901,200
an prasarana aparatur
N :Sg'rgg'jfta” disiplin 1 38 700,000 | 59,450,000 38,700,000 | 59,450,000 19,630,000 | 19,630,000
4. Peningkatan
keamanan dan
Koo 109,130,300 | 128,308,100 | 242,020,000 312,160,550 92,551,900 | 124,562,800 | 183,823,000 299,462,900 | 158,323,790 | 158,323,790
lingkungan
5. Pengembangan 322,509,050 | 122,500,000 | 169,677,300 169,801,000 | 3,090,007,536 | 122,500,000 | 119,227,300 156,897,470 | 700,050,367
wawasan kebangsaan 168,517,000
6. Peningkatan
pemberantasan 400,000,000 | 250,000,000 399,980,000 | 249,870,950 130,000,000 49,974,190
menyakit masarakat
(PEKAT)
7. Pendidikan politik 1 480 607,450 0,324,000 | 256,664,800 | 340,779,300 8,972,000 2,837,000 34,564,900 | 237,628,300 | 340,779,400 00 | 275,469,510 | 233,678,000
rasyarakat 180,607,45 140,324, 56,664, 40,779, 458,972, 172,837, 134,564, 7,628, 40,779, 4 455,417 4 75,469,51 1678,
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan (threat) dan peluang (opportunity) merupakan faktor eksternal yang
tidak sepenuhnya dapat dikontrol, karena merupakan dinamika dan atau gerakan
alamiah yang selalu adanya sejak dahulu, sebagai unsur inti dari perubahan (change).
Tugas perencana adalah bagaimana melakukan perhitungan dan analisa terhadap
faktor dimaksud agar kompatibel dengan dinamika dan kebutuhan internal.
Maksudnya adalah bagaimana Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten
Kepulauan Talaud dapat merumuskan sesuatu dengan memperhitungkan faktor
eksternal tersebut sehingga dapat menjadi faktor pendorong serta penguat kondisi
internal, untuk membuat program kelembagaan yang mempunyai nilai (value) secara
unggul (excellent) selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD Badan
Kesbang Politik dan Linmas.

Analisa SWOT merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor secara sistematis untuk
merumuskan isu-isu strategis di dalam mengelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Kesbang Politik dan Linmas. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).
Berikut ini adalah hasil identifikasi Kekuatan dan Kelemahan serta Peluang dan
Tantangan, sebagai berikut :

% Kekuatan (strength)
1. STOK jelas;
2. Sumber daya aparatur yang mendukung;
3. Tersedianya anggaran;
4. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran;
5. Sebagai SKPD pelaksana tugas koordinasi.
% Kelemahan (weakness)
1. Perlunya peningkatan kualitas aparatur;
2. Belum tersusunnya SOP;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana;
4. Kurangnya disiplin aparatur;
5. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan kajian dan
analisis potensi konflik
% Peluang (threats)
1. Sebagai SKPD yang mempersatukan bangsa;
2. Sebagai SKPD pelaksana koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat;

3. Adanya regulasi untuk pendanaan bidang keamanan dan ketertiban umum;
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4. Tingginya dinamika kehidupan bermasyarakat;

5. Komitmen yang kuat dari pimpinan.

% Tantangan (opportunities)

1.
2.
3.

Masih rendahnya pemahamn aparatur;

Lemahnya koordinasi;

Kurangnya Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang wawasan
kebangsaan;

Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum
serta peningkatan kualitas demokrasi;

Meningkatnya tuntutan masyarakat.

A. Kondisi Internal

% Kekuatan (strength) :

1.

5.

Adanya mandat yang jelas dalam mengelolah urusan pemerintahan dibidang
kesatuan bangsa dan politik;

Ketersediaan anggran penunjang program dan kegiatan;

Komitmen yang kuat dari pimpianan untuk pemberian layanan yang optimal
kepada masyarakat;

Adanya hubungan komunikasi yang baik antara Badan Kesbang politik dan
Linmas dengan para stakeholder terkait;

Adanya dukungan sarana dan prasaran penunjang kegiatan.

% Kelemahan (Weakness) :

1.
2.

Belum tersedianya SOP internal dalam pelayanan;
Belum tersedianya data-base terkait dengan semua jenis pelayanan yang

ada di Badan Kesatuan bangsa Politik dan Linmas;

3. SDM aparatur yang masih perlu ditingkatkan;

Masih rendahnya disiplin aparatur;

5. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas teknis

lapangan;

B. Kondisi Eksternal

% Peluang (Opportunity) :

1.

Kondisi wilayah yang relatif stabil, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya dan agama;
Dukungan masyarakat dalam menciptakan stabilitas wilayah dan program

pembangunan;
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3.

Sebagai daerah perbatasan negara, terdepan, dan kepulauan mendapatkan
perhatian khusus lewat kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;

Semakin terbukanya akses dan jaringan teknologi informasi yang
bermanfaat dalam kecepatan memperoleh data dan informasi terkait situasi
dan kondisi wilayah yang up fo date/kontinu/konsisten dalam pengambilan
kebijakan yang bernilai data realtime;

Kesamaan pemahaman dan pandangan dari elite di daerah dalam

memajukan dan mensejahterakan masyarakat;

% Tantangan (7hreats) :

1.

Ancaman dinamika global, dalam bentuk faham ideologi, ekonomi, dan sosial
budaya serta sebagai daerah perbatasan dan kepulauan rawan terjadinya
kejahatan lintas Negara (7rans Nasional Crime) dan atau penyusupan;
Implementasi nilai-nilai Wawasan Kebangsaan dan komitmen berbangsa dan
bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) belum
telaksana secara masiv dan konkrit dalam kehidupan masyarakat;

Kondisi sosial masyarakat yang plural dari semua aspek dan wilayah
geografis kepulauan, dapat memicu gesekan yang dapat menimbulkan
kerawanan/konflik;

Belum optimalnya pembinaan Ormas/OKP/LSM dalam meningkatkan peran
mereka sebagai mitra pembangunan daerah, dan sebagai kontol sosial;
Masih rendahnya tingkat pemahaman warga masyarakat dalam
menggunakan hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi dan upaya
peningkatan kualitas demokrasi (Pemilu/Pilpres/Pilcaleg dan Pilkades);
Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang ramah dan sangat terbuka
(longgar) terhadap warga masyarakat pendatang, Dberpotensi sebagai
tempat pelarian atau persembunyian sementara yang aman bagi pelaku
tindak kejahatan dan terorisme;

Belum terbangunnya sarana dan prasarana dasar dan peningkatan jaringan
sosial ekonomi yang merata di semua wilayah dapat memicu
kerawanan/konflik sosial;

Mulai munculnya kemunduran tingkat kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, disamping kemunduran
budaya saling menghargai sesuai dengan adat-istiadat masyarakat

Kabupaten Kepulauan Talaud.

Salah satu faktor pendukung untuk pelaksanaan prioritas pembangunan nasional

dan daerah adalah situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif dan terkendali baik
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dari segi keamanan, ketertiban, dan ketentraman, kerena dengan kondisi yang aman

dan terkendali merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya upaya-upaya

pembangunan di semua sektor yang didukung oleh masyarakat yang mandiri, sadar,
demokratis, berwawasan kebangsaan dan partisipatif.

Dari gambaran tersebut di atas, dapat diambil beberapa asumsi sebagai tantangan

dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesbang Politik dan Linmas

Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai berikut :

1. Sebagai instansi organisasi yang mempunyai tugas terkait menyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembinaan
wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan persatuan, ketertiban masyarakat
dan demokrasi;

2. Sebagai fasilitasi dalam mengantisipasi tidak dapat diprediksinya kapan ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) muncul dan menjaga rasa kesatuan
bangsa;

3. Adanya momentum penyelenggaraan pemilu Legislatif/Presiden/Pilkada dan
Pilkades yang memicu dinamika pergerakan politik masyarakat.

Berdasarkan analisa antara kondisi internal yang dikaitkan dengan analisa
eksternal, dengan memperhatikan fenomena dan kecenderungan yang berkembang
seperti tingkat kecerdasan masyarakat, kebutuhan layanan serba praktis dan cepat,
dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta faktor-faktor dominan yang
dianggap kuat berpengaruh terhadap kecenderungan masa depan, maka program
Badan Kesbang Politik dan Linmas yang akan di usung selama 5 (lima) tahun ke
depan (2020-2025), adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

Sebagai upaya perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, hubungan kerja
dan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah bangsa;

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Politik dan Pengembangan Etika sera Budaya;

Dalam rangka perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, peningkatan
kapasitas, serta monitoring evaluasi dan pelaporan Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya;
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Sebagai Upaya perumusan kebijakan, terlaksananya ketahanan, peningkatan
kapasitas, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas di
bidang Ketahan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah.

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Dalam rangka penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adalah upaya pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kesbang Politik dan
Linmas guna memenuhi kebutuhan aparatur yang nantinya dapat menerapkan
tugas dan fungsinya secara optimal untuk pelayanan masyarakat.

Berdasarkan historis pelayanan Badan Kebang Politik dan Linmas Kabupaten
Kepuauan Talaud pada RPIJMD 2014-2019, dan dilakukan prediksi berdasarkan
prakiraan maju untuk program unggulan pada 5 (lima) tahun kedepan (2020-2025),

maka direncanakan besaran kebutuhan pelayanan sebagai berikut :

Tabel.2.3
Perkiraan Besaran layanan
NO PROGRAM UNGGULAN JUMLAH
1 2 3
1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; 20 Paket
2 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan 20 Paket
Politik dan Pengembangan Etika sera Budaya;
3 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial
15 Paket
dan Budaya;
4 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 30 Paket

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Arah lokasi pengembangan pelayanan, untuk RPIJMD 2020-2025 terfokus pada
titik-titik lokasi yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Yang menjangkau
RT/RW/Dusun, disamping titik-titik perbatasan yang dapat berpengaruh pada kinerja
pembangunan, sekaligus membutuhkan treatment program yang mampu memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Badan Kesbangpol dan Linmas
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025, merupakan
rangkaian keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan lima tahun sebelumnya.
Sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak
lepas dari hasil capaian dan kondisi riil yang dialami pada pelaksanaan RENSTRA
Perangkat Daerah Tahun 2014-2019. Selanjutnya diakui bahwa masih ditemukan
berbagai permasalahan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang
dicapai dengan perencanaan itu sendiri, yang secara langsung berkontribusi pada
tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta fungsi pelayanan Perangkat
Daerah yang efektif, efisien dan berdaya saing.

Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan
yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi dan peluang
yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi sebelumnya. Untuk
mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap
permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.
Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor
lainnya yang memiliki daya saing yang tinggi dalam memecahkan permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah dalam pembangunan dan atau dalam mewujudkan
keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Identifikasi isu yang tepat
bersifat statis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan.

Realitas kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini semakin membaik bila
dibandingkan pada saat terjadinya reformasi beberapa tahun lalu, di mana krisis
moneter dan ekonomi saat itu berkembang sedemikian rupa menjadi krisis sosial dan
politik baik dalam bentuk konflik horizontal maupun konflik vertikal yang antara lain
ditandai dengan berkembangnya gejala-gejala yang menggoyahkan sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan
sosial kemasyarakat di daerah. Di sisi yang lain terjadinya wabah penyakit menular

(Pandemi Virus Covid-19) di tahun 2020 telah menimbulkan dampak sosial ekonomi
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yang jika tidak diatasi dengan baik dan cepat dapat memicu kerawanan sosial bahkan

mengancam stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara baik di tingkat pusat

maupun daerah (sebagai factor ancaman yang tidak dapat di antisipasi sebelumnya)
telah memberikan pelajaran yang berharga bagi setiap institusi negara dalam
penyusunan perencanaan strategis

Pada bagian ini, dapat diidentifikasi sejumlah faktor potensi yang dapat
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ataupun ancaman terhadap nilai-nilai
persatuan dan kesatuan, antara lain :

1. Kondisi objektif bangsa dan wilayah Indonesia yang penuh dengan kemajemukan
suku, etnis, agama, budaya serta kondisi geografis daerah kepulauan, disamping
potensi SDM dan SDA yang tidak merata;

2. Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis serta masih ada
kecenderungan untuk terjadinya berbagai bentuk rekayasa politik, sebagai akibat
dari kultur politik masa lalu yang belum sepenuhnya ditinggalkan;

3. Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum mampu menciptakan pemerataan
hasil-hasilnya secara adil antar pusat dan daerah, antar daerah, antar wilayah
dalam satu daerah, antar kelompok atau golongan masyarakat, disamping belum
berhasilnya upaya pemberantasan KKN;

4. Munculnya kembali semangat primordialisme serta lunturnya tekat dan semangat
nasionalisme dan patriotisme;

5. Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan sebagaian besar Aparatur
Pemerintah Pusat dan Aparatur Pemerintahan Daerah dalam
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhineka Tunggal Ika (4 Pilar Kebangsaan), termasuk para pemimpin
organisasi sosial kemasyarakatan di daerah.

Hasil indentifikasi dan pemetaan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan
serta kondisi eksternal berupa peluang dan tantangan, selanjutnya dilakukan
inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan bangsa Politik dan
Linmas dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan :

a. Perlunya peningkatan kinerja kesekretariatan dalam melakukan tugas dukungan
(supporting) terhadap Unit/Bidang fungsional (/ini) sehingga kinerja organisasi
secara keseluruhan dapat menjadi optimal;

b. Perlunya pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan
Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada unit kesekretariatan;

c. Peningkatan SDM internal (Diklat Struktural dan Fungsional) sesuai kebutuhan

unit;
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d.

€.

Perlunya sinergitas pelaksanaan fungsi pelayanan yang didukung dengan sarana
prasarana yang memadai termasuk pemanfaatan teknologi informasi;

Pengisian Staf sesuai kebutuhan tugas dan fungsi kesekretariatan.

2. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan

a.

e.

Perlunya intensifikasi diseminasi informasi terkait dengan pembumian nilai-nilai
luhur bangsa, cinta tanah air dan kekesatuan bangsa, serta konsensus
kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal
Ika dan NKRI) secara sebenarnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
serta kehidupan sosial kemasyarakatan di daerah;

Perlunya pembentukan dan penguatan kelembagaan FKUB/PAKEM/FPK yang
memberikan informasi dalam bentuk deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat
kepada pemerintah daerah, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan
serta memelihara semangat kebangsaan antar Umat Beragama, Aliran
Kepercayaan, dan Golongan Masyarakat di daerah;

Perlunya membuat strategi dan program yang terkait dengan ideologi, politik,
ekonomi, dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama yang dapat mengancam
ketahanan bangsa dan Negara (NKRI);

Perlunya melakukan kajian-kajian yang mendukung penguatan kesatuan bangsa
dari ancaman radikalisme, terorisme, pertentangan paham, ideologi dan aliran-
aliran;

Pengisian jabatan lowong dan Staf di bidang sesuai kebutuhan;

3. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik

a.

Badan Kesbangpol dan Linmas

Perlunya memiliki database partai politik dan peta politik di Kabupaten
Kepulauan Talaud, mulai dari kepengurusan, basis keanggotaan, kekuatan di
parlemen, arah dan tujuan politik serta peran politik dalam pembangunan;
Perlunya pedoman teknis kelembagaan dan partisipasi politik di daerah;
Perlunya membangun system pengawasan Ormas, OKP dan LSM di daerah
yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan
peran dan tanggungjawabnya selaku mitra pemerintah dalam pembangunan
wilayah;

Perlunya pembinaan dan penguatan kelembagaan Partai Politik di daerah guna
menciptakan iklim politik yang demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
sebagai upaya menjaga dan memelihara stabilitas nasional/daerah;

Perlunya pembentukan Desk Pemilu dan Pemilukada secara terpadu yang
representitif di daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta monitoring
dan pengawasan pelaksanaan Pilkades di wilayah sebagai upaya mendorong

partisipasi politik warga masyarakat serta peningkatan kualitas demokrasi;




Renstra 2020 -

2025

g.

Perlunya memiliki system layanan masyarakat dalam mendapatkan Surat Ijin
Penelitian/Research (SIP) berbasis Teknologi Informasi, dengan tetap menjaga
kewaspadaan terhadap objek dan hasil penelitian dalam konteks intelegen;

Pengisian jabatan lowong dan Staf di bidang sesuai dengan kebutuhan;

4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya;

a.

d.

€.

Perlunya pedoman teknis pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi
dan sosial budaya di daerah;

Perlunya penyiapan  bahan/modul/iklan  layanan  masyarakat guna
pengembangan ketahanan ekonomi dan sosial budaya di daerah;

Pentingnya pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan
ketahanan ekonomi dan sosial budaya di daerah dalam menghadapi ancaman
kemajuan teknologi informasi, serangan kekuatan asing dan wabah penyakit
yang dapat melemahkan keutuhan bangsa/daerah;

Pengalokasian anggaran di bidang;

Pengisian jabatan dan staf pelaksanan di bidang;

5. Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas

dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a.
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Perlunya pedoman teknis dan standar operasional penanganan konflik di
daerah;

Perlunya memiliki sistem informasi orang asing dan data base orang asing,
tenaga kerja asing, tempat usaha dan penanaman modal asing di daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud;

Perlunya system informasi pengawasan dan pemberantasan penyakit
masyarakat (PEKAT), utamanya peredaran Miras, Narkotika dan zat adiktif
lainnya, Prostitusi dan Fornografi serta peredaran Uang palsu;

Perlunya menyusun data base potensi konflik yang kontinu/konsisten (up to
date) sebagai rujukan kebijakan yang bernilai realtime;

Perlunya pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat berupa Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mulai tingkat kabupaten, kecamatan,
desa/ keluraan yang memberikan informasi dalam bentuk deteksi dini, cegah dini
dan lapor cepat kepada pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan
penyelesaian konflik sosial masyarakat di wilayah;

Perlunya pendidikan dan pelatihan teknis aparatur yang malaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan orang asing, penanganan konflik sosial, serta
pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) dalam upaya

menjaga stabilitas daerah yang berbasis pada penegakan hukum;
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g. Perlunya kemampuan khusus di bidang intelijen bagi aparatur pelaksana pada
Badan Kesbang Politik dan Linmas melalui Diklat Intelijen dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan munculnya gangguan maupun ancaman
terhadap keamanan negara/daerah serta kerawanan sosial di wilayah;

h. Pengisian jabatan lowong dan Staf sesuai dengan kebutuhan;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepulauan Talaud Terpilih

Langkah awal dalam menjalankan mandat untuk memimpin Kabupaten
Kepulauan Talaud pada periode 2020-2025, Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah
menentukan arah dan panduan pembangunan yang tertuang dalam bentuk dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi untuk
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program, strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran
pembangunan .

Visi Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Periode 2020 — 2025 adalah

sebagai berikut :
“"MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI”

Dengan mewujudkan MISI, sebagai berikut :
Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih;
Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Elok;
Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Ramah;
Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Kasih;

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Aman ;

A A

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Tangguh

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud
adalah mengejahwantakan Misi ke 5 (lima) "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Talaud yang Aman”.

Selanjutnya dapat dijelaskan tentang landasan serta tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai Misi ke 5 (lima) tersebut, sebagai berikut :
» Aman mengandung arti terlindungi, bebas dari bahaya dan gangguan. Kabupaten
Kepulauan Talaud secara geostrategis dan geopolitik memiliki peran penting bagi
negara kesatuan Republik Indonesia. Letaknya sebagi beranda depan NKRI
memiliki potensi dan peluang untuk berkembang dengan baik, dibalik itu semua

terdapat sejumlah isu yang mengganggu keamanan daerah perbatasan berupu
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3.3

ilegal fising, ilegal traficing, terorisme, penyeludupan serta persoalan perbatasan
lainnya. Langkah antisipatif melalui tata kelola masalah politik, keamanan dan
ketertiban dengan baik melalui kebijakan :
5.1. Membangun hubungan yang selaras dengan pemerintah pusat dan
provinsi
5.2. Membangun hubungan komunikatif dengan lembaga legislatif daerah
5.3. Membangun sinergitas forum koordinasi pimpinan daerah dan lembaga
vertikal yang berada di daerah sehingga dengan memberikan rasa aman
bagi warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, disitulah kami
sebagai pemerintah daerah hadir, disitulah negara hadir.
Tujuan : 5.1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Sasaran : 5.5.1.Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap gangguan
keamanan dan kenyamanan lingkungan;
5.5.2.Meningkatkan Toleransi dalam Kehidupan Beragama.

Lebih lanjut berdasarkan telaahan antara Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
tersebut di atas dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat dijelaskan, sebagai
berikut :

1. Bahwa latar belakang Misi ke 5 (lima) sebagaimana tersebut diatas adalah sesuai
dan sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas
Kabupaten Kepulauan Talaud;

2. Bahwa sesuai dengan tujuan dan sasaran tersebut di atas mempunyai peluang yang
besar serta mampu untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui program dan
kegiatan;

3. Bahwa program dan kegiatan di Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan

sasaran pada Renstra KL, sehingga akan bersinergi dan saling mendukung.

Telaahan Rentra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra K/L dan Renstra merupakan upaya untuk menyamakan
persepsi tentang pembangunan Indonesia yang sesuai dengan karakter dan jati diri
bangsa, yaitu antara program pembangunan di daerah dengan program pembangunan
yang ada di tingkat provinsi dan pusat.

Hal ini sesuai dengan substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) disusun berpedoman pada program strategis nasional yang disiapkan
oleh pemerintah pusat, dan sejalan dengan pemahaman secara utuh tentang prinsip

desentralisasi dimana penyerahan urusan pemerintahan pemerintah pusat kepada
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daerah berdasarkan asas otonom dalam kerangka dan sistem Negara Kesatuan
RepubliK Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kesbangpol
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan
serta standarisasi teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum mempunyai fungsi, sbb. :

1. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

3. Perumusan NSP dibidang kesatuan bangsa dan politik;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Pelaksanaan administrasi Dirjen Kesbang dan Politik.

Ada 7 (tujuh) program yang terdapat dalam Renstra Dirjen Kesbangpol
Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri;

Program Ketahanan Ekonomi;

Program Kewaspadaan Nasional;

Program Bina Ideologi dan Wawasan kebangsaan;

N o kD=

Program Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol.
Sedangkan program yang terdapat dalam Renstra Badan Kesbang Politik dan

Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah sebagai berikut :

1. Program Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya;

3. Program Pembinaan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

4. Program Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik;

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari hasil komparasi program K/L dengan Program Badan Kesbangpol dan
Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud, dapat digambarkan bahwa terdapat program
yang sama dan/atau mempunyai kemiripan. Selanjutnya terdapat 1 (satu) program K/I
yang tidak sama dengan program dan/atau tidak berkaitan dengan program Badan
Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu “program Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Dirjen Kesbangpol”.
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3.4

Badan Kesbangpol dan Linmas

Jumlah Kegiatan yang ada di Dirjen Kesbangpol adalah sebanyak 193 kegiatan,
sedangkan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan
Talaud sebanyak 7 kegiatan dengan 35 sub kegiatan. Selanjutnya berdasarkan hasil
kajian dan sasaran berdasarkan Renstra masing-masing, dapat dikatakan bahwa
terdapat sinergitas dan keterpaduan khususnya dalam upaya peningkatan kesadaran
berbangsa dan bernegara, serta upaya untuk menangkal berbagai ancaman, gangguan
baik bersifat fisik maupun non fisik (pemikiran/ideologi) yang dapat mengancam
keutuhan dan tegaknya NKRI. Pada sisi yang lain terdapat kesamaan pandangan
dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kali proses
demokrasi baik pada pelaksanaan di level nasional maupun lokal.

Dalam upaya menangkal faham radikal dan terorisme, terdapat suatu pandangan
serta program yang sama melalui tindakan yang bersifat preventif, cegah dini, deteksi
dini dan lapor cepat melalui pembentukan wadah yang melibatkan tokoh masyarakat
serta warga masyarakat itu sendiri, dan hal tersebut sejalan dengan kondisi daerah
kepulauan dan batas negara. Selanjutnya terdapat pola yang sama dalam peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi
kemasyarakatan disamping kepemudaan melalui forum dialog sesuai kondisi daerah,
sedangkan pelaksanaan dalam bentuk seminar dan forum kajian relatif belum
terlaksana.

Khusus mengenai program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan yang menjadi salah satu program unggulan yang ada di K/L saat ini,
secara spesifik belum muncul di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini tidak berbeda
jauh dengan penerapan system komputerisasi dan layanan masyarakat berbasis on-
line yang menjadi perhatian khusus K/L kepada pemerintah daerah. Sampai saat ini
Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud belum dapat
mewujudkannya mengingat keterbatasan anggaran serta situasi dan kondisi wilayah
yang belum dapat dijangkau dengan jaringan internet atau teknologi informasi secara

optimal.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu wilayah administrasi yang berada
di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik sebagai Kabupaten Kepulauan,
Perbatasan, Tertinggal/Terisolasi, dan Daerah Rawan Bencana, dengan Ibukota
Melonguane. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan hasil pemekaran dari
Kabupaten Kepulauan Sangihe (pada saat itu masih Kabupaten Kepulauan Sangihe-

Talaud), berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002. Sebagai daerah
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kepulauan, Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas
lautnya sekitar 37.800 Km2 (96,79%) dan luas wilayah daratan 1.251,02 Km?2
(3,21%), dengan demikian Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki total luas wilayah
sebesar 39.051,02 Km2. Di Kabupaten kepulauan Talaud ini terdapat tiga pulau utama
yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan. Secara keseluruhan
terdapat 17 buah pulau, terdiri dari 7 buah pulau berpenghuni dan 10 pulau tidak
berpenghuni.

Secara administrasi Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 19 kecamatan, 11
kelurahan dan 142 desa, yang terletak di 7 pulau dari 17 pulau yang ada. Jumlah
penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud pada akhir tahun 2019 sebanyak 109.150
Jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 46.639 Jiwa dan Perempuan 44.906 Jiwa. Jumlah KK
Miskin 8.680 (9,50%) berdasrakan data Talaud Dalam Angka 2019 yang dirilis BPS
Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kabupaten Kepulauan Talaud secara geografis terletak pada koordinat 3938'00” -
5033'00” Lintang Utara (LU) dan 126°38'00” - 127°910°00” Bujur Timur (BT), berada di
antara Pulau Sulawesi (Negara kesatuan Republik Indonesia) dan Pulau Mindanao
(Republik Filipina). Adapun jarak antara ibukota kabupaten yaitu Melonguane dan
ibukota provinsi Sulawesi utara yaitu Manado adalah 271 Mil Laut, sedangkan jarak
antara Melonguane dan Kecamatan Khusus Miangas (Pulau teluar) adalah 129 Mil Laut
dibandingkan dengan jarak antara Pulau Miangas dan Tanjung St. Agustin (Republik
Filipina) adalah 50,04 Mil Laut.

Wilayah ini merupakan salah satu daerah penting dari segi wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia karena merupakan daerah perbatasan dengan Negara
lain secara langsung. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud secara
umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

e Sebelah Utara berbatasan dengan : Republik Filipina;

e Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Pasifik;

e Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut Maluku;

e Sebelah Barat berbatasan dengan  : Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Keadaan topografi di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagian besar terdiri dari
wilayah pegunungan dan tanah berbukit-bukit yang dikelilingi oleh lautan. Ketinggian
tanah terbagi atas: 0 — 100 mdpl, 100 — 500 mdpl dan lebih dari 500 mdpl, hampir
50% dari luas keseluruhan memiliki ketinggian berkisar antara 100 — 500 mdpl,
sedangkan kemiringan lerengnya berkisar antara 0 — 2 %, 2 — 15 %, 15 — 40 % dan
lebih besar dari 40 %.
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Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki topografi
bergunung-gunung yang membentang dari utara ke selatan, yang tersebar dalam
pulau-pulau.

Bahan induk formasi geologi tanah yang dapat dijumpai di Kabupaten Kepulauan
Talaud adalah non vulkanis, sedimen kapur dan batuan basah dengan jenis tanah
mediteran merah kuning dan brown fosfat soil, sesuai bahan induk pembentukan
tanah. Berdasarkan Peta Geologi lembar Sangihe Talaud skala 1: 250.000 tahun 1996.
Geologi batuan penyusun wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sangat bervariasi,
antara lain berisi formasi Batuan aluvium mudacampur endapan laut; endapan aluvium
berupa kipas aluvial; batu gamping, basalt andesit; tuff dan juga batu pasir. Untuk
lebih jelasnya batuan penyusun Kabupaten Kepulauan Talaud dapat diuraikan pada
tabel dan sebaran secara spatial dapat dilihat pada Peta Formasi Jenis Batuan.
Berdasarkan analis peta formasi jenis batuan dapat diketahui bahwa di Kabupaten
Kepulauan Talaud khususnya di Pulau Karakelang (Pulau terbesar di Kabupaten ini)
batuan penyusunnya didominasi oleh campuran Tufit, batu pasir, dan batu lumpur
yang menempati hampir sebahagian Pulau Karakelang. Di Pulau ini juga terdapat
formasi batu gamping, yang menempati urutan kedua. Dengan formasi geologi yang
seperti ini Kabupaten Kepulauan Talaud sebenarnya kaya akan bahan tambang
terutama galian C dan juga mineral yang potensial untuk dikembangkan.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud banyak terdapat aliran sungai baik yang
berbentuk kecil maupun sedang. Sungai-sungai tersebut terdapat di 3 pulau utama
yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu dan Pulau Kabaruan sebanyak 60 buah sungai
yang membutuhkan biaya yang relative besar dalam pembangunan prasarana jalan
dan jembatan.

Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud secara global menurut
klasifikasi iklim dari Schmidt & Ferguson adalah bertipe iklim A (iklim basah) yang
memiliki bulan basah sebanyak 8 — 9 bulan. Keadaan iklim di gugusan Kepulauan
Talaud kejadian hujan lebih sering terjadi pada bulan Januari, Februari, November dan
Desember yang bervariasi antara 22 — 25 hari hujan. Intensitas tertinggi terjadi pada
bulan Desember dan Januari dengan diselingi intensitas sedang pada bulan Februari,
Maret dan November. Intensitas terendah terjadi pada 4 bulan pertengahan tahun
yaitu bulan April, Mei, Juni dan Oktober. Bulan kering terjadi pada akhir bulan Agustus
hingga pertengahan September pada setiap tahun.

Selanjutnya termasuk dalam kawasan rawan bencana alam karena adanya dua
gunung api aktif, adanya ancaman tanah longsor akibat topografi daerah yang
berbukit dan bergunung, dan adanya kemungkinan gempa bumi akibat aktivitas

pergerakan lempeng Laut Maluku dan Halmahera yang menuju ke arah barat di bawah
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busur Talaud-Sangihe. Karena sebagian Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam

kawasan rawan bencana ini, maka kawasan ini perlu ditetapkan sebagai kawasan

lindung yang bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang

disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Implikasi dari Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), selanjutnya dapat dijelaskan faktor-faktor

penghambat dan pendukung dari pelayanan SKPD Badan Kesbang Politik dan Linmas

Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu :

A. Faktor Penghambat :

1.

Ancaman dinamika global, dalam bentuk faham ideologi, ekonomi, dan sosial
budaya serta sebagai daerah perbatasan dan kepulauan rawan terjadinya
kejahatan lintas Negara (7rans Nasional Crime) dan atau penyusupan;
Implementasi nilai-nilai Wawasan Kebangsaan dan komitmen berbangsa dan
bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) belum
telaksana secara masiv dan konkrit dalam kehidupan masyarakat;

Kondisi sosial masyarakat yang plural dari semua aspek dan wilayah geografis
kepulauan, dapat memicu gesekan yang dapat menimbulkan
kerawanan/konflik;

Belum optimalnya pembinaan Ormas/OKP/LSM dalam meningkatkan peran
mereka sebagai mitra pembangunan daerah, disamping pelaksana kontol sosial
yang dewasa dan bertanggungjawab;

Masih rendahnya tingkat pemahaman warga masyarakat dalam menggunakan
hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi serta dalam mendorong upaya
meningkatan kualitas demokrasi (Pemilu/Pilpres/Pilcaleg dan Pilkades);

Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang ramah dan sangat terbuka terhadap
warga masyarakat yang melintas dan atau bermukim sementara di Kabupaten
Kepulauan Talaud, berpotensi sebagai tempat pelarian atau persembunyian
sementara para pelaku tindak kejahatan;

Belum terbangunnya sarana dan prasarana dasar dan peningkatan jaringan
sosial ekonomi yang merata di semua wilayah dapat memicu
kerawanan/konflik sosial;

Mulai munculnya kemunduran tingkat kesadaran masyarakat terhadap
keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, disamping budaya saling
menghargai sesuai dengan budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan
Talaud;
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10.
11.
12.
13.

Belum tersedianya data-base terkait dengan semua jenis pelayanan dan
pendukung dlam penyusunan program dan kegiatan secara optimal (data-base
Partai Politik/Ormas/OKP, data base Potensi Konflik, data base pelayanan
Tanda Daftar Ormas/Surat Ijin Penelitian dan atau Riset);

Belum tersedianya/tersusunnya SOP;

Belum tersedianya dukungan teknologi informasi secara on-/ine dan direct;
Kualitas sumber daya aparatur yang masih perlu ditingkatkan;

Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas teknis

lapangan;

B. Faktor Pendukung :

1.

10.

Adanya mandat yang jelas dalam mengelolah urusan pemerintahan dibidang
kesatuan bangsa dan politik;

Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk peningkatan layanan optimal
kepada masyarakat;

Adanya hubungan komunikasi yang baik antara Badan Kesbang politik dan
Linmas dengan para stakeholder terkait;

Adanya dukungan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan;

Adanya dukungan sarana dan prasaran kegiatan perkantoran.

Kondisi wilayah yang relatif stabil, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya dan agama;

Dukungan masyarakat dalam menciptakan stabilitas wilayah dan program
pembangunan;

Sebagai daerah perbatasan negara, terdepan, terluar dan kepulauan memiliki
khususan dan perhatian lewat kebijakan pemerintah Pusat;

Kesamaan pemahaman dan pandangan dari elite daerah dalam memajukan
dan mensejahterakan masyarakat;

Semakin terbukanya akses dan jaringan teknologi informasi yang bermanfaat
dalam kecepatan memperoleh data dan informasi terkait situasi dan kondisi
wilayah yang up to date/kontinu/konsisten dalam pengambilan kebijakan yang

bernilai data realtime;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Aman dan terkendalinya situasi dan kondisi wilayah bukanlah sesuatu yang hadir

begitu saja/tanpa upaya, tetapi keadaan atau kondisi yang tercipta dari suatu

rangkaian dan sistem proses yang rumit, membutuhkan biaya dan sulit, dimana proses
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itu diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang bernama Badan Kesatuan
Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dibentuknya Badan Kesbang Politik dan Linmas dimaksudkan untuk mewujudkan
kondisi daerah yang aman, tertib dan terkendali sebagai pengejawantahan
pelaksanaan urusan dasar pemerintah daerah sesuai amanan undang-undang otonomi
daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, selanjutnya isu-isu strategis
yang menjadi perhatian dari Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan

Talaud, adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan

a. Potensi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban selalu
ada, dan datang dari berbagai berbagai macam sumber;

b. Kualitas SDM yang masih perlu di tingkatkan;

c. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan mulai
merosot (longgar) implikasi dari sikap yang sangat terbuka terhadap budaya
luar dan atau aktifitas sosial ekonomi;

d. Jiwa nasionalme dan patriotisme yang makin memudar di kalangan generasi
muda;

e. Penyebaran faham dan ideologi yang mempengaruhi pola fikir generasi muda
sebagai ancaman kehidupan yang tidak sesuai dengan pandangan hidup dan
prinsip bernegara;

f. Belum dewasanya masyarakat dalam partisipasi serta penggunaan hak
konstitusionalnya pada pelaksanaan pesta demokrasi;

g. Timbulnya berbagai macam penyakit masyarakat (PEKAT) sebagai turunan dari
sikap mental yang terlalu longgar terhadap pengaruh budaya luar dan
perkembangan arus teknologi informasi dan tidak memperhatikan budaya

daerah dan karakter bangsa.

B. Isu-isu strategis
a. Sistem tata kelola lembaga yang belum optimal;
b. Sistem data dan informasi pelayanan masyarakat yang belum terbangun
dengan dukungan teknologi informasi;
c. Kesenjangan ekonomi dan ketahanan sosial budaya yang dapat melemahkan
ketahanan daerah/bangsa;

d. Kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah;
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e. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal
Ika dan NKRI (4 pilar konsensus kehidupan berbangsa) yang belum
terimplementasi secara seharusnya;

f. Menurunnya rasa kebangsaan yang dapat mengancam NKRI;

g. Isu-isu SARA dan atau isu primordial yang masih digunakan untuk menciptakan
konflik di daerah.

Badan Kesbangpol dan Linmas

.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan daerah bahwa Visi dan Misi
merupakan ranah dari pimpinan/kepala daerah yang terpilih dalam proses politik, dimana
sebagai satu kontestan PILKADA mengusung Visi dan Misi sebagai janji politik kepada
masyarakat. Dengan demikian, Badan Kesbang Politik dan Linmas selaku perangkat
daerah, tidak perlu lagi mengusung visi dan misi, tetapi harus membantu Bupati Kepulauan
Talaud mewujudkan visi dan misi tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang
sekaligus merupakan pengejawantahan dari tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai
bagian dari (part of) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Badan Kesbang Politik berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mewujudkan misi
bupati ke lima yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Yang

Aman

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauang Talaud dalam jangka
menengah (tahun 2020-2025) memiliki tujuan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi

Bupati terpilih, sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut.
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Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud

Tabel 4.1 (TC-25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1. Meningkatkan
Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat

Persentase Penurunan
Gangguan Keamanan
dan Ketertiban

Meningkatkan % Lingkungan Perumahan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perlindungan dan Permukiman yang

Masyarakat Terhadap Bebas dari Gangguang

Gangguan Keamanan Keamanan

dan Lingkungan

Meningkatkan Toleransi | Indeks KUB 73,42% | 78,35% 79,20% 80,20% 81,07 82,42%

Dalam Kehidupan
Beragama

Badan Kesbangpol dan Linmas
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Gambar 4.2
Cascading Badan Kesbangpol & Linmas
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi
Tercapainya Visi - Misi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh strategi tepat
yang dilakukan oleh masing-masing SKPD selaku part of (bagian dari) pemerintah
daerah itu sendiri. Guna mendukung pencapaian Visi - Misi yang telah ditetapkan
sebagaima diuraikan sebelumnya, maka strategi yang akan di ambil oleh Badan

Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategi

1. Meningkatkan
Perlindungan
Masyarakat Terhadap
Gangguan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan

Terjanganya Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan di Wilayah Rawan Konflik

Meningkatkan Upaya Pencegahan Terhadap
Gangguan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan

2. Meningkatkan
Toleransi dalam
Kehidupan Beragama

Terbangunnya Hubungan Harmonis Antar Umat
Beragama dan Umat Beragaman dengan
Pemerintah

Terbangunnya Hubungan Harmonis Antar Umat
Beragama dan Umat Beragaman dengan
Pemerintah

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

No Strategi Arah Kebijakan

1.

Terjanganya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan di Wilayah
Rawan Konflik

Meningkatkan Kualitas Pengawasan
dan Penindakan Terhadap Gangguan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan

Meningkatkan Peran Serta Dan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Menciptakan Lingkungan yang Aman
dan Nyaman

Meningkatkan Upaya Pencegahan
Terhadap Gangguan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

Meningkatkan Kewaspadaan
Terhadap Tindakan Yang
Mengganggu Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

Meningkatkan Kerjasama Peran
Serta Masyarakat Dalam Membangun
Upaya Pencegahan Gangguan
Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan

Badan Kesbangpol dan Linmas
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Terbangunnya Hubungan Harmonis
Antar Umat Beragama dan Umat
Beragaman dengan Pemerintah

Meningkatkan Peran Serta Lembaga
Keagamaan dan Tokoh Agama
Sebagai Motivator Hubungan
Harmonis Antar Umat Beragama

Meningkatkan Kerjasama Antar Umat
Beragama

Meningkatkan Kesadaran Umat
Beragama Tentang Pentingnya
Toleransi Antar Umat Beragama

Terbangunnya Hubungan Harmonis
Antar Umat Beragama dan Umat
Beragaman dengan Pemerintah

Meningkatkan Peran Serta
Masyarakat Dalam Mengamalkan
Nilai-Nilai Pancasila Serta Menjaga
Keamanan dan Ketertiban

Meningkatkan Kerjasama Pemerintah
dan Ormas Dalam Membangun Jiwa
Nasionalisme dan Nilai-Nilai
Pancasila diKalangan Pemuda
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna
pencapaian sasaran tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut
merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah
ditetapkan dan merupakan gambaran dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan
program.

Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabuapten Kepulauan Talaud selanjutnya telah
menetapkan program dan kegiatan untuk Tahun 2020-2025, dengan memperhatikan
aspirasi yang berkembang dari masyarakat (usulan pada forum MUSRENBANG ) serta
melihat situasi dan kondisi daerah, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa;

3. Program Pembinaan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

4. Program Peningkatan Peran Partai Polotik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Adapun kegiatan-kegiatan yang keluar dari program tersebut dan atau kegiatan
yang diciptakan untuk merealisasikan program yang telah ditentukan, adalah sebagai
berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Memunculkan kegiatan-kegiatan :
1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan;
e RKA dan DPA
e RKA dan DPA Perubahan
e Review Renja
e Forum SKPD
e DRPK

Badan Kesbangpol dan Linmas
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e Rakorev/Monev SKPD
e Monev SKPD
e Bintek Perencanaan
c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
e IKU dan PERKIN
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
e Laporan SKPD
e LPPD;
o LKPJ]
o LAPKIN

1.2 Administrasi Keuangan;

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

o o

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

Penyusunan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan;

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD;

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

@ ™ e a0

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

1.3 Administrasi Umum

Penyediaan jasa surat menyurat;

o o

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

Penyediaan alat tulis kantor;

S e ™0 o0

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

LT

k. Penyediaan peralatan rumah tangga;

|. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
m. Penyediaan bahan logistik kantor;

n. Penyediaan makanan dan minuman kantor;

0. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

Badan Kesbangpol dan Linmas
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p. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
g. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
r. Pengadaan meubeleur;

s. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

t. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

1.4 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
c. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
c. Pengadaan Pakaian KORPRI;
d. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu;

e. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Memunculkan kegiatan :

Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi

Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan;

b. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika ;

c. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dii bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan

melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik

Memunculkan kegiatan :

Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta

Pemantauan Situasi politik.

Badan Kesbangpol dan Linmas
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Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;

b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

d. Pelalsanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan

Budaya

Memunculkan kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial

dan Budaya.

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahPengadaan

Mesin/Kartu Absensi.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Memunculkan kegiatan :
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan :
a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
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Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Program (outcome) dan kegiatan output merupakan manfaat

yang diperoleh dalam jangka menengah untuk keuntungan tertentu (beneficiaries)

yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu)

program.

Indikator kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten

Kepulauan Talaud, adalah sebagai berikut :

a.

14
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Badan Kesbangpol dan Linmas

Terfasilitasinya dukungan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi
kinerja;

Terfasilitasinya dukungan administrasi perkantoran;

Terfasilitasinya dukungan dan kebutuhan sarana dan prasasana perkantoran;
Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur sipil Negara;

Tersosialisasinya pengembangan pemahaman wawasan kebangsaan;
Tersosialisasinya program pembauran kebangsaan;

Terlaksananya koordinasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam

penyelesaian konflik antar umat beragama;

.
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Tersosialisasinya tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan terlaksananya

rapat koordinasi serta tersusunnya laporan FKUB;

. Tersedianya data base Partai Politik;

Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan pemerintah dibidang politik dari
Pimpinan organisasi partai Politik;

Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi;
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada setiap penyelenggaraan pesta
demokrasi;

Meningkatnya pemahaman dan kemampuan tenaga pengendali keamanan
lingkungan;

Terkendalinya keamanan dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan masyarakat;

. Meningkatnya pemahaman masyarakat utamanya generasi muda tentang dampak

penggunaan minuman beralkohol dan narkotika;

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan peredaran uang palsu;

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kegiatan selama Periode 5 (lima) tahun ke-depan pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah sebagai berikut :

Pegawai ASN dan Tenaga Lepas Harian Badan Kesbang Politik dan Linmas;

Instansi pemerintah terkait TUPOKSI;

Anggota Pengurus FKUB/FKDM/FPK/Bakor PAKEM Kabupaten, Camat/Sekcam,
Lurah/Sekretaris Kelurahan, Pejabat Eselon IIIb/IVa/IVb tingkat kecamatan dan
kelurahan, Kepala Desa/Sekdes/Kaur;

Tokoh Agam dan Tokoh Masyarakat (TOGA dan TOMAS);

Dosen, Guru, Mahasiswa dan Pelajar;

Pegawai ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, BUMD dan Swasta;
Pengurus Parpol, Ormas, LSM, OKP, Orgnisasi Kewanitaan, Pengurus
Gereja/Masjid/Aliran Kepercayaan;

Perguruan Tinggi, Sekolah, Yayasan, Majelis Taqlim, Paguyuban.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan Indikatif Program Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025 sebagai Tahun

Transisi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang Politik dan Linmas

Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Non Urusan);
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2. Program Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya;
4. Pembinaan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Program Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas Penanganan Konflik.
Jumlah Pendanaan Program selang Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025, adalah

sebagaimana terlihat pada Tabel. 6.1 berikut.

Badan Kesbangpol dan Linmas
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Tabel 6.1
PENDANAAN INDIKATIF 2020-2025

ANGGARAN 2020 - 2024

JUMLAH TAHUN 2025
NO PROGRAM 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Non Urusan 3,041,042,049 | 2,874,890,718 |  4,023,667,300 |  3,971,797,500 3,971,797,500 17,883,195,067 |  3,661,165,000
2 | Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; 140,000,000 | _1,175,000,000 | _ 1,292,500,000 | _ 1,421,750,000 1,563,925,000 5,593,175,000 | _ 1,720,317,500
3 | Program Peningkatan Peran Partai Politk dan Lembaga Pendidikan 620,000,000 613,000,000 674,300,000 137,335,000 811,305,000 2,855,940,000 841,192,000
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya
4 EL%%?;‘ Pembinaan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan - 260,000,000 285,000,000 312,450,000 342,502,500 1,200,042,500 375,694,126
5 | Program Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 305,000,000 | 1,630,295,000 |  1,787,824,500 |  1,963,981,950 2,154,158,895 7,841,260,345 |  2,363,042,473
Fasilitasi Penanganan Konflik
JUMLAH 4,106,042,049 | 6,553,185,718 | 8,063,291,800 | 7,807,314,450 8,843,778,895 35,373,612,912 | 8,961,411,099
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PEMETAAN KEBUTUHAN PROGRAM, BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM

Tabel. 6.2

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS

PROGRAM
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR BIDANG PERANGKAT
NO TUJUAN TUJUAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN SASARAN PEMBANGUNAN URUSAN DAERAH
DAERAH
1. | MENINGKATKAN PERSENTASE | MENINGKATKAN TERJAGANYA MENINGKATKAN % LINGKUNGAN | PROGRAM BIDANG KESBANGPOL
KEAMANAN DAN PENURUNAN | PERLINDUNGAN KEAMANAN KUALITAS PERUMAHAN PEMBERDAYAAN PENANGANAN
KETERTIBAN GANGGUAN | MASYARAKAT DAN PENGAWASAN DAN DAN KONFLIK
MASYARAKAT KEAMANAN | TERHADAP KENYAMANAN | DAN PEMUKIMAN PENGAWASAN
DAN GANGGUAN LINGKUNGAN PENINDAKAN YANG BEBAS ORGANISASI
KETERTIBAN | KEAMANAN DAN DI WILAYAH TERHADAP DARI KEMASYARAKATAN
KENYAMANAN RAWAN GANGGUAN GANGGUNGAN
LINGKUNGAN KONFLIK KEAMANAN DAN | KEAMANAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN

MENINGKATKAN
PERAN SERTA
DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MENCIPTAKAN
LINGKUNGAN
YANG AMAN DAN
NYAMAN
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MENINGKATKA | MENINKATKAN PROGRAM
N UPAYA KEWASPADAAN PENINGKATAN
PENCEGAHAN | TERHADAP KEWASPADAAN
TERHADAP TINDAKAN YANG NASIONAL DAN
GANGUAN MENGGANGU PENINGKATAN
KEAMANAN KEAMANAN DAN KUALITAS DAN
DAN KENYAMANAN FASILITASI
KENYAMANAN | LINGKUNGAN PENANGANAN
LINGKUNGAN KONFLIK SOSIAL
MENINGKATKAN
KERJASAMA
PERAN SERTA
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN
UPAYA
PENCEGAHAN
GANGGUAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
MENINGKATKAN TERJAGANYA MENINGKATKAN | % LINGKUNGAN PROGRAM BIDANG SATPOLPP
PERLINDUNGAN KEAMANAN KUALITAS PERUMAHAN PENINGKATAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DAN PENGAWASAN DAN KETENTRAMAN UMUM DAN
TERHADAP KENYAMANAN | DAN PEMUKIMAN DAN KETERTIBAN KETENTRAMAN
GANGGUAN LINGKUNGAN PENINDAKAN YANG BEBAS UMUM
KEAMANAN DI DESA DAN TERHADAP DARI GANGGUAN
DAN KELURAHAN GANGGUAN KEAMANAN

Badan Kesbangpol dan Linmas
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KENYAMANAN
LINGKUNGAN

YANG
RAWAN
KONFLIK

KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN

MENINGKATKANP
ERAN

SERTA DAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MENCIPTAKAN
LINGKUNGAN
YANG AMAN

DAN NYAMAN

MENINGKATKAN
KOORDINASI
DAN KERJASAMA
INTAS

SEKTOR DALAM
MENJAGA
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN

Badan Kesbangpol dan Linmas
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MENINGKATKA
N UPAYA
PENCEGAHAN
TERHADAP
GANGGUAN
KEAMANAN
DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN

MENINGKATKAN
KEWASPADAAN
TERHADAP
TINDAKAN YANG
MENGANGGU
KEAMANAN

DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN

MENINGKATKAN
KERJASAMA
PERAN SERTA
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN
UPAYA
PENCEGAHAN
GANGGUAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
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MENINGKATKAN
TOLERANSI DALAM
KEHIDUPAN
BERAGAMA

TERBANGUNN
YA HUBUNGAN
HARMONIS
ANTAR UMAT
BERAGAMA
DAN UMAT
BERAGAMA
DENGAN
PEMERINTAH

MENINGKATKAN
PERAN SERTA
LEMBAGA
KEAGAMAAN
DAN TOKOH
AGAMA SEBAGAI
MOTIVATOR
HUBUNGAN
HARMONIS
ANTAR UMAT
BERAGAMA

MENINGKATKAN
KERJASAMA
ANTAR UMAT
BERAGAMA

MENINGKATKAN
KESADARAN
UMAT
BERAGAMA
TENTANG
PENTINGNYA
TOLERANSI
ANTAR UMAT
BERAGAMA

INDEKS KUB

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA

BIDANG BINA
IDEOLOGI DAN
WAWASAN
KEBANGSAAN

KESBANGPOL
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TERBANGUNN
YAHUBUNGAN
HARMONIS
ANTAR UMAT
BERAGAMA
DAN UMAT
BERAGAMA
DENGAN
PEMERINTAH

MENINGKATKAN
PERAN SERTA
MASYARAKAT
DALAM
MENGAMALKAN
NILAI-NILAI
PANCASILA
SERTA MENJAGA
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN

MENINGKATKAN
KERJASAMA
PEMERINTAH
DAN ORMAS
DALAM
MEMBANGUN
JIWA
NASIONALISME
DAN NILAI-NLAI
PANCASILA
DIKALANGAN
PEMUDA

PROGRAM
PENGUATAN
IDEOLOGI
PANCASILA DAN
KARAKTER
KEBANGSAAN
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Kepulauan Talaud, dapat dilihat dari pencapaian target selang Tahun 2020-2024 ( 5 Tahun)
berdasarkan indikator pada setiap urusan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD. Dengan demikian diharapkan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan
dapat memberikan manfaat dalam jangka menengah untuk keutungan tertentu yang
menggambarkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan pada semua program selama

5 (lima) tahun guna mendukung pencapaian

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Urusan pada Badan Kesbang Politik dan linmas Kabupaten

Tujuan dan Sasaran pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan

Talaud, sebagaimanan terlihat pada Tabel.7.1 berikut :

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kab. Kepl. Talaud yang mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Toleransi dalam
Kehidupan Beragama

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN II\I‘(I:II\lll(EAR.;gR
TUJUAN STRATEGIS SASARAN
1 Meningkatkan Persentase Meningkatkan % Lingkungan
Keamanan Dan | Penurunan Perlindungan Perumahan dan
Ketertiban Gangguan Masyarakat Terhadap | Pemukiman yang
Masyarakat Keamanan Dan Gangguan Keamanan | Bebas dari
Ketertiban Dan Kenyamanan Gangguan
Masyarkaat Lingkungan Keamanan
Meningkatkan Indeks KUB
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BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten
Kepualaun Talaud Tahun 2020-2025, merupakan sebuah dokumen perencanaan dari
satu Organisasi Perangkat Daerah sebagai subsistem dari sebuah kesatuan sistem
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini mangandung makna penting dan
strategis, bahwa dalam penyusunan rencana startegis ini harus searah dan sejalan
dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025. Menjadi
catatan penting bahwa sesuai dengan kaidah penulisan Renstra SKPD, tidak lagi
merumuskan Visi-Misi Organisasi Perangkat Daerah, sebagai subsitem dari sistem
Pemerintahan Daerah, melainkan sebagai subsistem SKPD hanya merumuskan Tujuan
dan Sasaran, Kebijakan dan Strategi, Program dan Kegiatan, serta menentukan
indikator-indikator kinerja sebagai instrument evaluasi capaian kinerja secara terukur
dan bertanggungjawab sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD
yang merupakan pengejawantahan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Penyusunan dokumen Renstra ini, yang didalamnya berurutan BAB demi BAB
merupakan hubungan yang saling terkait secara kuat yang nantinya dapat digunakan
sebagai pedoman serta pegangan bagi Aparatur yang berwenang dan/atau ditugaskan
yang akan melakukan eksekusi teknis pekerjaan secara nyata di lapangan. Dengan
disususunnya Renstra Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud ini,
diharapkan dapat memberikan arah dan atau pedoman bagi perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan,
sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta
sumber daya yang tersedia yang dapat diselaraskan dengan perkembangan daerah
serta pencapaian di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Pada tataran pelaksanaan program dan kegiatan RENSTRA ini, sangat ditentukan
oleh sikap mental, loyalitas serta kondisi lingkungan sosial politik daerah yang terjadi di
luar lingkup pelaksanaan tugas para aparatur penyelenggara pemerintahan yang ada di
Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud. Yang juga menjadi
perhatian utama adalah komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah disamping
dukungan masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan tanggungjawab yang sungguh-
sungguh dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimanan tercantum dalam

dokumen ini.
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Harus diakui bahwa, ada keterbatasan pada setiap penyusunan produk
perencanaan jangka menengah sepert ini, sebagai konsekwensi dari sebuah pelibatan
pemikiran dan intuisi manusia biasa dari Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesbang
Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud. Bisa banyak kekeliruan ataupun
kekurangan dalam membangun serta merumuskan rencana strategis SKPD ini, dimana
hal-hal yang sebenarnya penting dan strategis untuk dimasukan dalam program, justru
tidak terpikirkan ataupun terlewatkan ketika dalam perumusan. Atas kenyataan dan
keterbatasannya, sangat diharapkan saran yang konstruktif demi perbaikan sekaligus

bahan evaluasi pimpinan.
Melonguane, 2021

KEPALA BADAN,

HOGSY G. LALINTIA, SH
PEMBINA TKT. I
NIP. 19660912 200604 1 007
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